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POLITIK LUAR NEGERI

DAN KEPERLUAN-KEPERLUAN DALAM NEGERI

Pemerintah Indonesia yang baru merdeka dihadapkan pada masalah-masalah rehabilitasi ekonomi dan ketertiban umum. Masalah-masalah ini diperburuk upaya separatisme yang gagal di Kep. Maluku Selatan dan oleh peralihan secara tiba-tiba dari bentuk federal menjadi negara kesatuan.

Dalam situasi seperti ini, politik luar negeri RI harus disesuaikan dengan keperluan-keperluan dalam negeri, terutama kepentingan ekonomi yang berstruktur asing yang berbaur dengan realita kemerdekaan politik.

Berlanjutnya dominasi asing, khususnya Belanda dan China dalam ekonomi ditambah dengan pola hubungan-hubungan ekonomi internasional Indonesia yang bersifat kolonial harus dipikul untuk meningkatkan pemulihan nasional.

Keadaan ketergantungan seperti ini berarti bahwa koalisi pemerintahan parlementer, yang dipaksakan bersatu dengan unsur-unsur politik yang tak stabil, tidak akan mampu mengadakan kompromi dengan pihak asing.

Oleh karena itu politik luar negeri dilaksanakan dengan penuh kendala, politik luar negeri mencerminkan beban yang ditimpakan kedalam konsensus dalam negeri oleh persyaratan-persyaratan penyerahan kedaulatan yang bersifat kontroversial.

Dengan pembentukan negara kesatuan pada bulan Agustus 1950, PM Hatta digantikan oleh Mohammad Natsir (Masyumi) dan Menlunya Mohammad Roem. Mohammad Roem adalah orang yang telah memainkan peranan penting dalam perundingan dengan Belanda dan orang pertama yang menjabat Komisaris Tinggi Indonesia di Den Haag.

Dalam pelaksanaan pemerintahan Natsir tak berbeda jauh dengan Hatta. Dalam pidato penyempaian program September 1950, Natsir menyebut delapan tujuan, enam pertama merupakan program yang berkaitan dengan ketertiban dalam negeri, dan tujuan Ketujuh menyangkut penyelesaian masalah Irian Barat; dan tujuan kedelapan mengenai upaya pelaksanaan politik luar negeri yang independen dalam krisis pelik yang ditimbulkan oleh persaingan perang dingin.

Dalam beberapa hal, masalah hubungan dengan Belanda, termasuk Irian Barat, dikeluarkan dari agenda resmi kebijaksanaan luar negeri yang digambarkan sebagai hal yang menyangkut hubungan antara negara-negara adikuasa.

Laporan mengenai kemajuan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan RRC dan Uni Soviet dan ikatan perdagangan dengan Eropa Timur dilukiskan sebagai usaha menunjukkan sikap ketidakberpihakan.

Pemerintah RI menolak mengakui rezim Bao Dai di Vietnam yang dinilai sebagai antek antek kepentingan Kolonial Perancis dan bersamaan dengan itu menolak mengakui pemberontak Republik Demokrasi Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh.

Natsir juga mengumumkan bahwa Indonesia telah menunda permohonannya untuk menjadi anggota PBB. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya prasangka atas kehendak Indonesia untuk menjadi anggota PBB. Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950.

Didalam PBB, delegasi Indonesia mengidentifikasi dirinya dengan usaha penyelesaian secara damai di Korea dan dengan dukungan bagi gerakan-gerakan antikolonial.
 

Sikap Indonesia dalam tarikan perang dingin, dikemukakan oleh Hatta : “Indonesia tidak memainkan sikap keberpihakan diantara kedua blok yang bertentangan dan menempuh jalannya sendiri dalam berbagai masalah internasional. Kebijaksanaan seperti ini disebut istilah “bebas” dan kemudian untuk menandainya digambarkan sebagai bebas dan “aktif”. Istilah aktif dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh semangat bagi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan kuat jika mungkin oleh mayoritas anggota PBB.” 

Konsep kebijaksanaan luar negeri yang bebas aktif merupakan suatu cara mempertahankan prioritas-prioritas dalam negeri dalam rangka mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan administratif.

Kebijaksanaan ini juga berfungsi untuk mempertahankan perasaan nasionalis yang diwarnai oleh pengalaman revolusi nasional yang baru lalu, dan hal seperti ini dipandang sebagai suatu ukuran perilaku yang tegas untuk menguji tindakan pemerintah.

Masalah Irian Barat

Irian Barat telah merupakan bagian integral Hindia Belanda (RI sekarang). Penolakan Belanda untuk memasukan wilayah ini dalam penyerahan kedaulatan telah mengancam hasil KMB.

Irian Barat menjadi bahan pertentangan dalam negeri karena terdapat perbedaan dalam pendekatan untuk menyelesaikan persengketaan, yang menyerupai perbedaan pendekatan dalam mencapai kemerdekaan.

Negosiasi yang dilakukan oleh kabinet Natsir tidak berhasil, sehingga Soekarno dalam pidato HUT RI ke-5 mengatakan: “Jika suatu penyelesaian dengan perundingan tak tercapai dalam setahun ini, suatu konflik besar akan terjadi mengenai siapa yang akan berkuasa di pulau tersebut sejak itu”.

Menlu Moh. Roem memimpin delegasi Indonesia ke Belanda, Desember 1950, perundingan tidak berhasil karena netralitas “pura-pura” AS yang mengatakan: “bahwa kepentingan penduduk New Guinea Belanda akan dapat diwujudkan secara paling baik dengan diteruskannya kontrol Belanda dalam bentuk tertentu”.

Dan tambahan lagi, tampilnya suatu pemerintahan konservatif di Australia telah memberikan sekutu baru bagi Belanda karena adanya kekuatiran Australia bahwa Indonesia akan memperluas tuntutannya atas bagian Timur pulau New Guinea.

Kegagalan Kabinet Natsir dalam perundingan Irian Barat menyebabkan keruntuhan kedudukan domestiknya. Pemerintahannya terpaksa mengundurkan diri pada bulan Maret 1951, dan digantikan Dr. Sukiman Wirjosanjoyo (Masyumi).

Akan tetapi dibawah kepemimpinan Sukiman, dan Menlunya Ahmad Subardjo pemerintah memperlihatkan prasangka Barat yang konservatif. Tindakan-tindakan represif dilakukan oleh PKI dan musuh politik lainnya. Peranan kedutaan Cina dibatasi sebagai upaya mengendalikan pengaruhnya atas komunis Cina perantauan. 

Kabinet Sukiman jatuh karena tindakan sendirian dari Menlu Ahmad Subardjo yang menyetujui bantuan ekonomi dan militer AS (Persetujuan Subarjo-Merle Cochran/Dubes AS). Tindakan Menlu tersbut telah melanggar prinsip utama kebijaksanaan luar negeri dengan menjeratkan diri secara diam-diam kedalam hubungan aliansi.

Kabinet Sukiman juga jatuh menjadi korban pemasukan masalah kebijaksanaan luar negeri kedalam proses politik dalam negeri. Kabinet Sukiman secara umum telah menampilkan dirinya sebagai tanpa kepekaan yang cukup atas perasaan masyarakat umum dalam menangani kebijakkan luar negeri.

Sukiman digantikan seorang Sarjana Hukum dari Univ. Leiden, Belanda yaitu Wilopo(PNI) pada April 1952. Prinsip-prinsip utama kebijaksanaan luar negeri Wilopo tercantum dalam pidatonya: “Pada dasarnya tidak diperkenankan untuk merevisi atau membatalkan suatu persetujuan yang telah kita adakan dengan negara lain secara sepihak -tanpa persetujuan negara yang bersangkutan- jika pelaksanaan persetujuan tersebut ternyata tak bermanfaat bagi kita.”

Oleh karenanya Kabinet Wilopo melakukan langkah baru untuk menggantikan persetujuan Subarjo-Cochran dengan suatu ketentuan yang hanya meliputi bantuan ekonomi dan teknis, dan persyaratan-persyaratannya tidak menyimpang dari kerangka kerjasama internasional pada umumnya dan dari semangat Piagam PBB pada khususnya.

Posisi domestik koalisi Wilopo (PNI-Masyumi) yang ditimpa krisis ekonomi dan pemberontakan daerah nampak sangat lemah. Dan semakin diperlemah dengan kahadiran NU sebagai kekuatan baru, meski pemerintahan didukung juga oleh PKI.

Kehidupan politik Indonesia merupakan persaingan terus menerus antara dan didalam koalisi pemerintah yang lemah dan oposisi parlemen yang berusaha mendapatkan akses pada status dan lindungan yang diberikan oleh jabatan menteri.

Gambaran yang menonjol dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri pada awal 50-an ialah masalah-masalah dan keputusan yang menyangkut politik luar negeri ditarik kedalam arena politik dalam negeri.

Dengan cara ini politik luar negeri dan dalam negeri tidak pernah terpisah secara sungguh-sungguh, politik luar negeri ada dan dalam negeri menjadi saling mencakup secara simbiotik.
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